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TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI S'IRATIGIS PEI\MJSUNAN KONSEP

PEMINDATIAN IBU KOTA NEGARA

MENTTRI PERENCANAAN PT]MBANGT]NAN NASIONAL,/
KEPAI.A BADAN PERENCANAAN PIMBANGUNAN NASIONAL,

Meninrbang n bahwa dalanr rangka nrendetailkan arahan Presiden tentang konsep
penrindalran Ilrtr Kota Negara, perlu dilakukan kajian cepat (rupid
assessntenh komprehensif yanS meliputi pelayanan publik, ekonomr,
sosial dan budaya, lingkungan, ternrasuk aspek-aspek sunlber daya

nranusia dan kelembagaannyii, yang dilaksanakan oleh lintas unit
kerj a di Ke nrenterian PPN/ Bappenas dan Ke ment e r ian / Lemb aga;

bahwa berdasarkan pertinrbangan sebagaimana dimaksud dalam
hurnf a, perltr dibentuk Tinr Koordinasi Strategis Penyusullan Konsep

Pemin,lahan lhu Kola Ncaar al

bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam
Lanrpiran Keputusan ini dianggap n'Lampu dan trerrrenuhi
persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anSgota

Tim Kooldrnasi Strategis Penyusrrnan Konsep Pernindahan lbu Kota

Ne8ara;

Llndang-Undang Nonlor 2ti Tahun 2OO7 lentanr Penataarl Ruang
(Lenrbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO7 Nomor' 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nontor 4725);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tetltatl8 Penlerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nontor
244, Tantba\an Lemharan Negara Republik lndonesia Nomor

5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengatr

Urrdang-UndanS Nomor 9 Tahun 2015 (Lenrbaratl NeSara Republik

Indonesia Tahun 2Ol5 Notllor 58, Tambahan Lentbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);
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Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

3. Undang-Llndang . ..



Menetapkan
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3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (tembarun
Negara Republik lndonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 20O8 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasionall

5. Peraturarr Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negaral

6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pen.rbangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;

7. Peratvran Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
Kementerian Negara;

8. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional;

9. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2O15 tentang Badan
Perencanaan Penrbangunan Nasional sebag imana telah diubah
denSan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;

10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahw 2016 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2017;

11. Peraturan Menteri Petencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan PembanSurlan Nasional Nomor 4 Tahun 2076
tetltanS Or3anisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Petercanaan Pembangunan
Nasional, sebagaimana telah diubah denSan Peraturan Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Penrbangunan Nasional Nonlor 6 Tahun 2017;

72. Peratsran Mentefi Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016
tentanS Pedomarl Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan,
Penrantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaranl

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL,/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PEIYYTJSUNAN

KONSEP PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA.

Membentuk Tim Koordinasi Strategis Penyrrsunan Konsep Pemindahan Ibu
Kota NeSara untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Pemindahan Ibu
Kota Negara, dengan susunan keanggotaan sebag inl.ana tercantum dalam

Iampiran Keputusan ini.
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KEDUA: ...


